PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
SALINAN SURABAYA

¥o. 2/B, 10~8-1981

FERATURAN DATRAIL XOTAMADTA DATRAE PIITCXAT IT SURABAYA
HOMOR 3 TAHUN 1081
TEITANG
TERMINAL DAN RETRIGUSI TERVIVAL MORIL BIS UMUM AN
MOBIL PREITTIPANG UMUM ANTAR KOTA DAIT DALAIN KOTAMADYA
TAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IAHA IESA

VATLIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGHAT II SURABAYA

VENIMBANG * Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada magyarakst, pening-
katan ketertiban dan keamanan serta kelancaran lalu lintzs disam~
ping untuk melakeanzkan ketentucn~ketentuasn tentang terminal dan
retribusi terminasl mcbii ahgkutin penumpang umum antar lkota dan
dalam kota gebagmimene telah ditctapkan dengan Surat Keputusan Ber
samz Menteri Perhubungan dan Henteri Delam Negeri Womor IQW.26AH}5,_

'2‘0_5/}’__11:0/"[17 tanggal 10 Agustus 1877, Surat Keputusan Menterl Dalam
271 tahun 1977

Negeri Yomor 974.551 =~ 059 tanggnl 4 Maret 1980 serta Kepubfusan

Gubernur Kepala Dacrah Tingkat I Jawe Timur Nomor 119 tahun 1980
tanggal 16 Mei 1980, dipandang periu uniuk mengatur dan menetap-
kan ketentuan-keteniuan yang berhubungan dengan terminal dan re-

tribusi terminal yeng berada dzlam Wilayah Kotamadya Daerah Tinge
kat IT Surabaya dalam suatu Persturan Dnerah

MENGINCAT + 1, Undang-undang Yomor 5 tzhun 1974 tentang Pokole-pokok Pemerin—
' tohan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kotz Besar dalam lingkungan Propinsi T Timur/Jawa Tengah/
Jawe Barat dan Daerah Istimewn Yogyzkarta juncto Undang-undang
Vomor 2 tahun 1965 ;

3. Undang~undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 fentang Hetribusi Daereh j

4, Undang-undang Nomor 3 tzhun 1965 teniang Lalu Lintas dan Angkute
an Jalan Raya i '

5. Surat Keputusan. Bersama Menteri Perhubungan dan Menterli Dalam

Negeri Nomor KM.26/Hk,205/Phb/77 tenggal 10 Agustus 1977 tentang
271 tahun 1977

terminal dan retribusi terminal Angkutan Penumpang 3



-0

6. Surat Zeputuson Menteri Dolam Hegeri Nemor 272 tahun 1977 tangeal
10 Agustrs 1977 tent-ng petunjuk peloksancnn Surat Keputusan Ber-
sam: Menteri Ferhvbuasen dan Menteri Dul~m Hegeri tentang Punrute
an Retribusi Terminai

7. Keputus n enseri Laisw Tareri Yomor 9740551059 tongeal 4 Maretd
1980 tentrng Terminal dan Hesribnei Terninnl Mobil Anglutan Umum

Non Rig (entnr./dalim Zeta)
. ¥

8, Keprtus'n Dircktar Jendrrl Tereviatolion Unum dan Ctonomi Daerah
Deperterion Dalam I'srcri Yomer 974,551-089 irngenl 28 Maret 1980
tentong Potun jn's Peintonnaan Sursi Kepwbusen Menteri Dalam Negeri
Nomor 974.551 ~ 0b9

9, Keputuson I0-»f =% D om Tggari Nomor 974,55 - 441 tentang per—
ubchan $nrip re.raibusi jembatan timbang don reftribusi terminal

Angluton Penuepang deagen mobil Bis

10, Keputus~n Guberm+r Kepanla Daerah Tingket 1 Jawa Timur Nomor 113
tahun 1980 tanggzal 16 Mei 1980 tentang Pelaksanaan Keputusan Men
teri Delam Negeri Nomor 974.55L -~ 059 juncto Keputusan Direkbtur.
Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Dnerah Nomor 974.551 - 083
tenteng Torminal dnn retribuzi Sermincl mobil Angkutan Penumpang
Umum Nor Bis (Antar kota dan dalam kota) 4i Jawa Timur ;

11l. Instrukei Gubernur Kepala Daerah Tingk-t I Jawa Timur Nomor 23
tahun 1980 tentang pelaksanann sistim nembayaran refribusi termi-
nal engluton peninprng wnum ven tis di Jawn Timur.

Dengan persetujuan Dewen Perwalkilan Hivyn: Daersh Kotamadya Daerzh Tingkat II Surabaya
TRPHMUTTLEKAN
MENETAFPKAN + PERATURAN DAERAH Kc*arrdy. Duerah Tingket IT Burabaya tentang termi-
nal &~ rebribusi terminal mobil bis unum dan mobil
puavmiong wmyen astar kota drn dalam Wilayah Kotamadya

Dareoh Tingla IT Surabnya.

BA B I
KBTI TUAN UMUH
Posal 1

Dalam Peraturcn Daercir ini yang dimaksud dengnn istilah .

a, Pemerintah Dmor-h, ‘alah Pemgruintah Ketoindya Daerah Tingkat I
Zarsboyn r

b, Kepaln Drerah, i - Halivo amedya Kepela Duernh Tingkat IT Surae
c

e, Kend:rann =tos mol ok wmnm, el b govinp kendaraan yang blasanya di
sedia‘oin wnlink diverginaken oleh umum dengan di

TUGE . ayarnn ¢



d, Mobil bis wwum, izlzh sctiap kondarrcn bermotor yang dilengkapi de
ngan lobih dard 8 (delrpan) tempat duduk tidek fer
masuk tompat dudul pengemudingn, brik dengnn maue
pun tanpa perleonsk.nan pengsngkutan borcng dan di
pergunzkin scbaged hend . raan wium g

e, Hobil penumpnang umum, ialah setisv londaracn bermotor yrnz dileng—
kapi dengan temp;t duduk tidok termosul tempat du-
duk pengemudiny:, ik deng:n maupun tid.k dengan
pericnglnpan bagrei d'n dipersunzkin sebesgni ken~
dnrann umum

£, Terminzl, iadah tempat 7 lam Yotamrdys Daerah Tingkat IT Surabaya
yang dikuasai dan dikelola serta digediakan fagi-
litasnya oleh Pemerintah Dacrah dan ditetapkan
oleh Kepala Drer-h setelah mendapat persectujuan
Gubernur Xepnla Dasrsh Tingkat I Jawa Timur yang
untul :

1. Tempzt pemberangkatan dan tempat pemberhentian
mobil bis wiwn dun mobil penumpang wmum yang le-—
luar ntau msulk Xotamadys Daerah Tingkat IT Su-
rabays untuk kepentingan trayek antar kota.

2, Tempnt pembersng’~itan dan tempzt pemberhentian mo=-

bil bis umum dan mobil ponumpang wrum yang melayani
trayek dalam kota dengan farak paling jeuh 15 Xm,
BA B TT
KOTEIFTUAY PRNYRLIITGCARAAN DAN
PRHOLLCLAAY TFRMIMAL
Pasal 2

(1) Terminal dalem wil:y h Kotamadya Deerah Tingkat IT Surabaya ditetap-
kan dan diad=ken oleh Kepala Daerah dengan memperhntikan ketentuan-
ketentvan yang berluku

(2) Untuk kelancaran penyolenggaraan dan pengelolaan terminal tersebut
pada ayat (1) pesal ini Kepale Daerah menunjuk Instensi dalam ling=
kungan Pemerintah Duerah

(3) Instansi tersebut pad~ ayat (2) pasal ini bertansgung jawab atas ke
tertiban, keamanan dan kebergihan terminal egerta tempat-~tempat diee=
kelilingnya 3

(4) Tata ocara penyelenggaraan dan pengelolaan terminal ditetapkan lebih
lanjut oleh Kepzla Daorah.



Pagnl 3

(1) Setizp mobil bis wmya sssuai denpan tobel trayek yung telah ditetap-
ken drn mobil menumpnnge umw: yang meleyoni route perjalansan antar ko-

i

ta, diwsjibkan masule dalam terminal yung telah ditctapkan g

(2) Kewa jilrin terscbut podz -y~ (1) precl ini berizku juga bagi mobil
bis wnunm dan mobil penumpang vmum yans nelsnyanl reute perjalancn das-
lam kots sesuni dengan route yang dilry=niny-.

(3) Kepads setiap mobil Bis uvrum dan mobil ponwnpang umum tersebut pada

ayat (1) dzn (2) prgal ini dikenakan retribusi,

BAB III
FOTENTUAN RETRIEUSI
Pasal 4

(1) Besaymya retribusi terscbut pada aynt (3) pasal 3 Peraturan Daerah
ini setiap mobil angkutan penumpang umum untuk setiap kali masuk ter

minal ditetapkan sebagri berikut :

a, Untuk setiap mobil Bis Umum Lambaet antar kota, sebesar Rp., 150,-
(geretus lima puluh rupish)

b, Untulc setiap mobil Bis Umum Cepat anter kota, sebesar Rp. 300,~
’
(tize rctus rupish) ;

6e Untuk sctiap mobil Bim Umum dnlam kota, sebesar Rp. 50y~ (1ima

puluh rupiah)

d., Untuk setiap mob®il penumpang umum antar kota, sebesar Rp, 100 ,=
(gerstus rupiah) -

e, Untuk setiap mobil pcnumpang umum d.1l.o kota, sebesar Rp. 50,~
(18ma puluh rupiak) dengan ketentuin behwa setiap perjalanan
puleng pergi sepaniang trayek yang ditentukan, hanya dikenakan

retribugi satu k=li

(2) Mabil Bis Umum antar atau dalam kotx, mobil penumpang umum antar
atau dalam kota yang dipergunakan untuk poriwisata dibebaskan dari
retribusi sobagaimana dimakgud pade nyot {1} pasal ini.

Pasal 5
(1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimtksud dalam pasal 4 ayat (1)
Perciuran Daerah ini dilakennaknan dengan sisgtim kupon Tanda Pem~
bayeran fotribusi (TPR) ;

{2) Tata cara polaksanaan pemungutan retribusi tersebut pada ayat (1)
pagal ini dintur lebih lanjut oleh Kepals Daerah dengan memperhati-
kan ketentuan yang borlaku,
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BAB IV
KETTRITUAN PIDANA
Pasal 6
{1) Pelungparan atas ketentuanwketontitan Peraturan Daerah ini diancam
dengan hukuman kurungan sclama-lamanys 3 (tiga) hulan atan denda
sotinggi~tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu zupiah) 3

(2) Disamping ketentuan sanksi terscbut padn oyat (1) pasal ini, kepada
pengugaha yang melalukan pelanggaran torhrdnp keteontuan-ketentuan
dalam Peraturan Dnorah ini dapat dikencken asankel pencabutan ijin

trayeknya,

BAB ¥
KETFNTUAN PRTUTUR

Pagal 7

dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi
gemin leetentuan yang pernah ditetapkan sebelummya sepanjang bertentang-
an dengan ketentuan~ketentuan Peraturan Doerah ini,

Pagal 8

Hal-hal yang belum culup diatur dzlam Peraturan Dacrah ini sepanjang
manyangkut dari ketentuan-ketentuan Peraturcan Daerah ini akan diatur
lebih lanjut oleh Kepala Yacran,

Pasgal 0O

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hardi pertama sesudah tanggal

pengundangannys,
Surcbaya, 26 Pebruari 1981
DEWAN PERWAXILAN RAKYAT DAERAH WALIHOTAYTADYA KGPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT ITI SURABAYA TTIGKAT IT SURABAYA
Ketuva,
ttd. ttd.
EDDY SODTRISNO Drs, HMOTHADJI WIDJAJA

Digahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timr tanggal 25 Mei 1981 Nomor 209/P tahun 1981.

A,n. GUBERMUR ISPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten 1 Sekretaris Wilayah/Daerah

ttad

WARSITO RASMAN, M4
NIP., OLOOL5749



Diundanglmn dzlam Lembaran Drzernh Rotamadya Daerah Tingkat II

Surnbeya tahun 1981 Seri B padh tanggml 10 Agustus 1981 Nomor 2/B.

Salinan sesual dengan aslinya
Sekrotaris Xotamadya Pacrah
Tingkat I Surabaya
u. b,
Kepala Baugian Hulom,

Jresn 5:8%?'\‘} & Tatalakeana

S,

A,n, WALTKOTATADYA KIPATA DARRAH

TIGRAT IT SURABATA
Sckrotaris Yotapadya/Doerch

ttad

MOMATMAD MODJOPAHIT, SH
Nip. 510023623



PENJELASAN ATAS PERATURAN DASRAH KOTAYADYA D:IRAY TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 3 TAHY 1981
TENTANG
TERMINAL DAW RUTRIBUSI TTRITMAL 10BIL BIS UMUM
DAN MOBIL PENUMPANG UMUM ANTAR XOTA DAN DALAM KOTA-
MADYA DAZRAN TINGIAT IT SURAIAYA

PENJELASAF, UiDN +

Useha~usnha pombanounan disepnl:. biding yong dilaksanakan oleh Pemew—
rintah Drerch antara lain ditujulan kepada torvujudnya sarana~sarana kelans
caran transportusi dengen dibansunnya terminsl-terminal balk untuk kopenting-
an trayeck-trayek dolam kota maupun antar ‘wotn,

Perminal-terminel dimakeud telah ditoiapken berdasarkan Surat Keputugan Wali-
ketamadya Xepels Caerah Tingknt II Surabeya MNomor 215/WK/80 tanggal 31 Mei
1980, yang jumlzhnya dapat dikembangkan sesusi dengan kebutuhan perlkembang-
an kota, berdnsarkan pasal 4 ayat (1) Xeputuson Cubernur Kepala Daereh Ting-
kat I Jawn Timur Nomor 119 tahun 1980 tanggl 16 Mei 1980,

Untuk teroapainy2 tertid penggunann serta tortid pelaksanaan, pungute
an retribusi gl kendaraan~kendaraan umum yeng masuk dalam terminal, telah
ditetapkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Mentori Dalam Nee

gorl Nomor KIM.,26/Hk.205/Phb/77 tanggal 10 Agustus 1977 yang menetapkan ter—
271 tahun 1977 _
minal-terminal mobil bis cepct di Lampung, Jiwa/Madura dan Bali, bescrnya

tarip-tarip retribusi untuk mobil bis cepat dan mobil bis lambat setiap ka-
1i masuk den schagainya, Disamping itu tel h ditetapkan pula Keputusan Men-
tordi Dalam Negori Nomor 272 tahun 1977 tentang Petunjuk pelaksanaan Surat
Koputugen Borsama Menteri Perhubungan dan HMenteri Dalam Negeri tersebut di-
atag, Selanjutnyn Cubernur Kepnla Daerah Tingkat I Jaws Timur telah mene—
tapkan Keputusan Womor 119 tohun 1980, tentung pelaksanaan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Homor 974.551 = 059 juncto Keputusan Dircktur Jendral Pemerin-
$ahan Umam don Otonomi Dacrah Fomor 974,551 — 089 tentang Terminal dan Re-
tribusi terminal mobil angkutan penumpang uim non bis (antar kota den da-

lam kata) di Jnwa Timur,

Percturan Dnerah ini ditetapknn dolanm rangka pelaksanaan ketentuan-
ketentuzn yong tertuang dalam Peraturan-peraturan tersebut dintas, khusus-
nya ketentunn pasal 3 aynt (3) Keputusan Cubernur Kepala Deerah Tinglmt I
Jawa Timuwr Nomor 119 tahun 1980.

Dalam Perztursn Daerah ini ditetapkan ketontvan—ketentuan mengenai penen~
tuan, penguschaan serta pengeleolaan terminnl mobil bis wmum dan mobil penume
pang umum, “etentuan-ketentuan mengenai retribusi terminal serta sanksi-sanke
si hukum terhodap pelanggaran atns ketentuan-ketontuan yang telah ditetap~
kan menyanglut terminal,



Dengnn ditedapken Persturan Dagrab ini, dinyatakan dicabuf dan ti-.
dak berlaku lagi sepaln ketoentuan yang telah ditetapkan gehelumnyz, sepaln=
jang bertentongnn denpgan Perntur-n Duorch ini,

PENJELASAN PASAL ITHI PASEL &

Pasal 1 pompri denean posel 4 ¢ Cukup Jelan

Tatn onrs pormngutan dan besarnys retri-
busi torminnl tclah dintur delam bebera=

Pagal 5

pa Surat Feputusan antara lain Surat Kew
putuern Beorsama Menteri Perhubungen dan

Hentori Delam Negeri Nomor KM.26/Hk,205/
271 tabun

Ph$ T $angeal 10 Agustus 1977, Keputue-

an Menteri Dnlam Wegeri Nomor 271 tahun
1977, Keputusan Menteri Dalam Negeri No=
mor 974.551 ~ 059 tanggal 4 Maret 1980
serta Keputusan Gubernur Kepola Daersh
Tingknt I Jawe Timur Nomor 119 tahun
1980 $onggal 16 Mei 1980 yang menjadi
pedoman penyusunan Peraturan Daerah ini
serta tnte cara pemungutan retribusi ter
minal oleh ~pnrat Pemerintah Daerah,
Ketentuan~ketentuin mengenai pelaksana-
an lebih lnnjut diatur dengan Surat-su-
rat Keputuszn Kepala Daerah.

Pagal 6 gempai dengan pasal 9 ¢ Cukup jolos.

Qa0




